Kartu Kredit Dan Nasabah

( Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Bank Dan Pemegang Kartu Kredit Di Kantor Cabang Utama Bank Bca Surakarta ) by Putri, Kiki Yunitasari Saras & , Septarina Budiwati, S.H., M.H.
i 
 
KARTU KREDIT DAN NASABAH 
( Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Kartu 








Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna 
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 














 HALAMAN PERSETUJUAN 
 
 
KARTU KREDIT DAN NASABAH 
(Studi tentang Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Kartu Kredit 





Yang ditulis oleh: 



























KARTU KREDIT DAN NASABAH 
(Studi tentang Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Kartu Kredit 
di Kantor Cabang Utama Bank BCA Surakarta) 
 
 
Yang ditulis oleh: 
Kiki Yunitasari Saras Putri 
C100120010 
 
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Pada tanggal 9 Agustus 2016 






Ketua  : Septarina Budiwati, S.H., M.H.  (            ) 
 
Sekretaris : Shalman Al-Farizy, S.E., S.H., M.Kn. (            ) 
 




Dekan Fakultas Hukum 









Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 








KARTU KREDIT DAN NASABAH 
(Studi tentang Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Kartu Kredit 
di Kantor Cabang Utama Bank BCA Surakarta ) 
 
Kiki Yunitasari Saras Putri 
 C100120010 
Fakultas Hukum 




Kartu kredit memungkinkan pelanggan untuk “menunda” tagihan mereka, namun 
akan menambah denda yang harus mereka bayar, pemegang kartu akan 
melakukan transaksi dengan merchant, kemudian penandatanganan nota transaksi 
atau sales slip, yang diikuti dengan penyerahan barang atau jasa, setelah itu 
pedagang atau merchant akan mengajukan klaim uang sesuai nota transaksi atau 
sales slip. Penerbit atau bank penerima tagihan kartu kredit akan mentransfer uang 
kepada merchant dengan potongan komisi untuk bank penerima, misal 3%. 
Setelah itu bank penerbit akan melakukan penagihan kartu kredit kepada 
pemegang kartu kredit sesuai dengan nota transaksi atau sales slip. Pemegang 
kartu yang menerima tagihan tersebut akan melakukan pembayaran sesuai dengan 
nota transaksi/sales slip. Penerbit akan mengeluarkan tagihan kartu kredit pada 
hari yang telah ditentukan dalam satu bulan, pemegang kartu kredit harus 
membayar sebelum masa tenggang berakhir, selebihnya, denda keterlambatan 
harus dibayar.  
 
Kata Kunci: Kartu Kredit, Nasabah, Bank 
 
ABSTRACT 
Credit card allows customers to "suspend " their bills, but will add a penalty they 
must pay , the cardholder will carry out a transaction with a merchant , then the 
signing of a memorandum of transactions or sales slip , followed by the delivery 
of goods or services, after the trader or merchant will filed a claim money 
according to the memorandum of transactions or sales slip. Publisher or 
receiving bank credit card bill will transfer the money to the merchant at reduced 
commission to the beneficiary bank, eg 3%. After that the issuing bank will be 
charging a credit card to credit card holders in accordance with the 
memorandum of transactions or sales slip. Cardholders who receive these bills 
will make payments in accordance with the memorandum of transactions or sales 
slip. Publishers will issue a credit card bill on the appointed day in a month , the 
credit card holder must pay before the grace period ends, the rest, the late fee 
must be paid . 
 




Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran ini adalah merupakan 
sebuah akibat perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama di 
bidang perdagangan. Uang sebagai alat pembayaran dirasakan mempunyai  
kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi 
dalam jumlah yang besar. Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah 
uang yang besar selain tidak praktis, juga dapat menimbulkan risiko-risiko 
tertentu. Adanya risiko dalam penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah 
uang atau secara tunai disebabkan beberapa faktor antara lain:
1
 Sulitnya 
pengangkutan uang tunai dari negara yang satu ke negara yang lain, mahalnya 
biaya pengangkutan uang tunai, karena bahannya yang berat, adanya risiko 
pengangkutan uang dan perampokan sebagai akibat situasi yang belum 
sepenuhnya aman. 
Adanya risiko tersebut, maka untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, 
maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang. Alat pembayaran 
yang dimaksud adalah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain 
yang bernilai uang yang disebut dengan kata uang Giral. Surat-surat atau akta-akta 
yang bernilai uang ini disebut surat perniagaan (handelspapieren) atau uang 
Giral.
2
 Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perbankan melahirkan suatu 
tawaran instrumen baru. Alat pembayaran baru yang disajikan mengandung 
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berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak mengunakannya salah satunya 
adalah kartu kredit, kartu ATM serta kartu debit. 
Timbulnya kartu kredit atau credit card sebagai alat pembayaran jenis 
baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan 
daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat.
3
 Di 
Indonesia penggunaan Kartu Kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh 
bank-bank tertentu di Amerika (Contoh: Bank of America).  
Perkembangan penggunaan Kartu Kredit boleh dikatakan sangat pesat 
karena perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang 
berkenaan dengan pengunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang 
kartu kredit.
4
 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah 
hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit dalam 
perjanjian penerbitan kartu kredit di BCA, (2)Permasalahan apa sajakah yang 
akan timbul di dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, (3) 
Bagaimanakah perlidungan hukum yang di peroleh  masing-masing pihak apabila 
terjadi permasalahan dalam penggunaan kartu kredit ? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan  tentang 
Bagaimanakah hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu 
kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di BCA, permasalahan apa sajakah 
yang akan timbul di dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit 
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serta bagaimanakah perlidungan hukum yang di peroleh  masing-masing pihak 
apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan kartu kredit. (2) Tujuan subjektif, 
menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan 
teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi 
masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, untuk 
mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang 
sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk  memperoleh data  yang 
penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan 
jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi 
menjadi 2 yaitu data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan riset data 
dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka, kemudian dianalisis 
dengan analisis kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit 
dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di BCA 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank 
Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Slamet Riyadi Surakarta, tanggal 29 
Maret 2016 dengan melakukan wawancara dengan Lina Nurlaila, Pegawai Bank 
BCA Bagian Kartu Kredit, beliau menjelaskan bahwa bank penerbit dengan calon 
5 
 
pemegang kartu kredit membuat perjanjian penerbitan kartu kredit. Setelah itu 
penerbit (issuer) dari kartu ini memberikan sejumlah pinjaman kepada pemegang 
kartu kredit (cardholder/user), sehingga dapat “meminjam” uang untuk 
melakukan pembayaran ke merchant. 
Menurut Lina Nurlaila kartu kredit memungkinkan pelanggan untuk 
“menunda” tagihan mereka, namun akan menambah denda yang harus mereka 
bayar,
5
 pemegang kartu akan melakukan transaksi dengan merchant, kemudian 
penandatanganan nota transaksi atau sales slip, yang diikuti dengan penyerahan 
barang atau jasa, setelah itu pedagang atau merchant akan mengajukan klaim uang 
sesuai nota transaksi atau sales slip.Teori yang dikemukakan oleh Ali  Arifin 
bahwa penerbit/bank penerima tagihan kartu kredit akan mentransfer uang kepada 
merchant dengan potongan komisi untuk bank penerima, misal 3%. Setelah itu 
bank penerbit akan melakukan penagihan kartu kredit kepada pemegang kartu 
kredit sesuai dengan nota transaksi/sales slip.
6
 Pemegang kartu yang menerima 
tagihan tersebut akan melakukan pembayaran sesuai dengan nota transaksi/sales 
slip. Penerbit akan mengeluarkan tagihan kartu kredit pada hari yang telah 
ditentukan dalam satu bulan, pemegang kartu kredit harus membayar sebelum 
masa tenggang berakhir, selebihnya, denda keterlambatan harus dibayar.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank 
Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Slamet Riyadi Surakarta, Tanggal 29 
Maret 2016  dengan melakukan wawancara dengan Lina Nurlaila, Pegawai Bank 
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BCA Bagian Kartu Kredit, beliau menjelaskan bahwa  terdapat 3 jenis perjanjian 
yang terjadi di dalam proses transaksi dengan menggunakan kartu kredit yaitu 
diantaranya: (a) Perjanjian antara Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit,  
(b) Perjanjian Antara Pemegang Kartu dengan Penjual Barang atau Jasa , dan  
(c) Perjanjian antara Penerbit dengan Penjual Barang/Jasa.
7 
Perjanjian jual beli ini baru sempurna jika jual beli telah dilakukan antara 
penjual dengan pembeli atau pemegang kartu, kemudian perjanjian segitiga 
tersebut diperkuat lagi dengan melakukan konfirmasi setelah melakukan otorisasi 
(biasanya via telepon) terhadap penjual dalam jual beli yang bersangkutan, karena 
jual beli yang bersangkutan mempunyai syarat untuk dibayar.8 Akan tetapi tanpa 
konfirmasi otorisasi tersebut, artinya dengan penerbitan kartu kredit saja, pihak 
penerbit sudah mengikat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang dengan 
ketentuan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah 
ditentukan. Misalnya pemegang kartu tidak melakukan pembelian yang melebihi 
jumlah maksimum yang diberikan kartu kredit. Jika terjadi pembelian barang yang 
diklakukan pemegang kartu melebihi nilai maksimum kartu, hal tersebut 
merupakan kesalahan pembeli.
9
 Penerbit yang bertanggung jawab atas kesalahan 
pemegang kartu jika penerbit telah memberikan otorisasinya jika jual beli 
melebihi maksimum nilai kartu. 
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Permasalahan yang Akan Timbul di Dalam Melakukan Transaksi dengan 
Menggunakan Kartu Kredit 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank 
Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Slamet Riyadi Surakarta, Tanggal 29 
Maret 2016 dengan melakukan wawancara dengan Lina Nurlaila, Pegawai Bank 
BCA Bagian Kartu Kredit, beliau menjelaskan bahwa penggunaan kartu kredit 
yang semakin meningkat, disertai juga semakin tingginya bentuk penyalahgunaan 
kartu. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi elektronik yang dilakukan 
dengan menggunakan kartu (kartu kredit, kartu debet, ATM, kartu ATM + debet) 
di Indonesia selama jangka waktu Januari s/d Agustus 2014. Pada bulan Mei 2015 
tercatat 1.009 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai Rp 
2,37 Miliar.  
Jenis fraud yang paling banyak terjadi adalah pada pencurian identitas dan 
Card Not Present (CNP) yaitu masing- masing sebanyak 402 kasus dan 458 kasus 
dengan nilai kerugian masing- masing mencapai Rp1,14 Miliar dan Rp545 Juta 
yang dialami oleh  penerbit.
10
 Selanjutnya menutut pelitian tersebut bahwa bentuk 
penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan konsumen juga dapat terjadi karena 
adanya tagihan dan pembobolan, misalnya ada nasabah yang tidak melakukan 
registrasi permintaan kartu kredit, tetapi mereka terdaftar dan memiliki tagihan hal 
ini biasanya terjadi dengan menghubungi calon pemegang kartu melakui telfon, 
pencurian kartu kredit baik oleh pihak lain, pemalsuan kartu kredit baik oleh pihak 
ketiga maupun oleh oknum dari bank penerbit, pencatatan transaksi yang 
berulang-ulang oleh pihak merchant, kesalahan dalam pengiriman kartu kredit 
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oleh pihak bank penerbit dan pembocoran informasi dan data-data rahasia kartu 
kredit oleh pihak bank penerbit yang akan merugikan konsumen, menggunakan 
jasa penagih hutang untuk menagih hutang.  
Selain itu saat ini dengan kemajuan teknologi, penyalahgunaan kartu 
kredit dapat terjadi melalui internet. Pemegang kartu kredit yang secara sah 
memiliki kartu tersebut tentu saja setiap transaksi yang dilakukan menjadi 
tanggung jawabnya, baik untuk melakukan cicilan ataupun kewajiban lain sebagai 
pemegang kartu. Namun jika pemegang kartu harus membayar transaksi yang 
tidak dilakukan olehnya seperti adanya penggunaan data palsu.
11
 Penyalahgunaan 
kartu kredit oleh pihak lain bisa disebabkan oleh berbagai keadaan. Bisa dengan 
menggunakan kartu asli yang diperoleh dengan data palsu. 
Menurut penulis perjanjian yang terjadi antara penerbit, pemegang kartu 
dan penjual, merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak 
dengan itikad baik. Namun di dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsi 
dari segi hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maupun dari segi hukum pidana. 
Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak adil yang 
dapat merugikan konsumen.  
Sementara itu, dalam hal ini menurut penulis tanggung jawab tersebut 
harus berdasarkan adanya kesalahan yang merupakan pelanggaran terhadap 
kontrak maupun peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Jika suatu 
peristiwa yang merugikan nasabah pengguna kartu kredit terjadi, misalnya timbul 
kerugian setelah memakai produk kartu kredit, maka yang pertama sekali dicari 
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adalah apakah ada hubungan kontraktual antara penerbit dengan nasabah.
12
 Jika 
terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tertulis maka akan dilihat 
klausula-klausula mana yang tidak dilaksanakan oleh penerbit sehingga 
menimbulkan kerugian pada pemegang kartu (wanprestasi).
13
 Namun jika tidak 
ada perjanjian maka akan dilihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur 
perbuatan melawan hukum (tort).  
Adapun bentuk tanggung jawab karena wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum merupakan tanggung jawab dalam lingkup Hukum Perdata. 
Penerbit kartu kredit merupakan komponen yang mempunyai tugas dan kewajiban 
untuk terciptanya perjanjian yang adil bagi para pihak dan bertanggung jawab jika 
terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang merugikan konsumen.
14
 Sampai saat ini 
posisi pemegang kartu kredit masih sangat lemah, terutama berkaitan dengan 
keberhasilan ganti kerugian yang mensyaratkan adanya pembuktian dan atau 
pembuktian lawan yang diajukan oleh penerbit sebagai pelaku usaha yakni bank 
atau lembaga pembiayaan penerbit. Kedudukan pemegang kartu kredit yang 
lemah menjadi hambatan ketika pemegang kartu merasa dirugikan karena 
kurangnya pengetahuan tentang kartu kredit. Permasalahan inilah yang menjadi 
dasar bagi pengadilan di Indonsia pada delik tertentu mengarah kepada 
pertanggung jawaban karena kesalahan menjadi pertanggung jawaban tanpa 
kesalahan.  
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Perlidungan Hukum yang Diperoleh  Masing-Masing Pihak apabila Terjadi 
Permasalahan dalam Penggunaan Kartu Kredit 
Menurut Lina Nurlaila banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, 
belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan 
yang saat ini berlaku di negara kita oleh karena itu menurut Lina Nurlaila jika 
terjadi penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu 
maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan 
perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. 
Perjanjian kartu kredit yang dibuat oleh pihak penerbit mempunyai ketentuan 
tersendiri, namun ada bagian-bagian tertentu yang berbeda yaitu dengan 
mencantumkan kalusula-klausula yang dapat melindungi kepentingan pihak 
penerbit dari kemungkinan akan mengalami kerugian. Selain itu untuk 
mempermudah penerbit dalam melakukan pelayanan serta penyelesaian jika 
terjadi penyalahgunaan kartu kredit hal tersebut sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Arie Sundari.
15
 
Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang mengetahui atau harus 
memahami bahwa seseorang lain karena keadaan-keadaan khusus seperti keadaan 
darurat, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan jiwa yang abnormal atau 
ketidakberpengalaman, diarahkan untuk melakukan suatu tindakan yang 
mempunyai akibat hukum dalam keadaan itu pihak lain melakukan 
penyalahgunaan yang semestinya harus ia ketahui atau yang harus dipahaminya 
dari perjanjian itu tidak boleh dilakukan.
16
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di  
PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Slamet Riyadi Surakarta, 
Tanggal 29 Maret 2016 dengan melakukan wawancara dengan Lina Nurlaila, 
Pegawai Bank BCA Bagian Kartu Kredit, penulis menjelaskan bahwa hal tersebut 
dapat dicontohkan apabila pemegang kartu kredit melakukan pemakaian kartu 
kredit pada mesin EDC akan tetapi di dalam melakukan pemakaian kartu kredit 
pada mesin EDC pemegang kartu kredit mengalami 2 kali pendebitan limit kartu 
kredit dikarenakan mesin EDC sedang mengalami gangguan, maka pemegang 
kartu kredit BCA dapat melakukan langkah-langkah penyelesaiannya yaitu 
pemegang kartu kredit melakukan telpon ke Hallo BCA di 1500888 kemudian 
pemegang kartu kredit meminta untuk disambungkan ke bagian kartu kredit 
kemudian menjelaskan kronologis yang terjadi atau pemegang kartu kredit dapat 
langsung datang ke Bank BCA terdekat dan menyampaikan keluhan atau kejadian 
yang dialami oleh pemegang kartu kredit kepada customer service dan melakukan 
pengisian pada form keluhan yang tersedia di cabang BCA terdekat dengan 
melampirkan FC KTP, nomor customer kartu kredit, dan foto copy tagihan kartu 
kredit yang mengalami pendebitan 2 kali karena mesin error.  
Contactual liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian 
yang dibuat penerbit atas kerugian yang dialami pemegang kartu yang bukan 
disebabkan oleh pemegang kartu. Misalnya perjanjian kartu kredit yang dibuat 
dalam bentuk baku yang klausula-klausula dibuat sepihak. 
Tanggung jawab dari pihak penerbit jika terjadi peristiwa, kejadian, 
keadaan, yang merugikan pemegang kartu tidak berarti membebaskan penerbit 
dari tanggung jawabnya Pasal 1339 KUHPerdata, selain itu menurut penulis yang 
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didasarkan pada teori dari Arie Sundari dimana menurut penulis bahwa penerbit 
kartu kredit dalam hal ini Bank BCA juga bertanggung jawab jika terjadi kerugian 
oleh pemegang kartu yang disebabkan karena kelalaian ataupun karena kesalahan 
penerbit Pasal 1365,1366,1367 KUHPerdata.
17
 Di dalam klausula yang 
menerangkan bahwa bank berhak untuk memberikan informasi tentang data 
nasabah kepada pihak lain yang terkait dengan promosi, atau tujuan komersial 
lainnya. Klausula ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No 
7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data 
Pribadi Nasabah.  Di dalam Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 
7/6/PBI/ 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data 
Pribadi Nasabah secara tegas-tegas menyatakan:
18
 
Pertama, bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal 
bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada 
pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku. 
Kedua, dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1), bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari 
pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, bank tidak hanya wajib untuk 
menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga 
                                                 
17
Arie Sundari, 2005, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank 
Terhadap Nasabah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 285 
18
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Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 
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mewajibkan bank untuk menjaga data pemegang kartu.
19
 Bank hanya dapat 
memberikan data pribadi pemegang kartu kepada pihak lain, dengan syarat telah 
mendapat persetujuan tertulis dari pemegang kartu. Jadi sebelum ada persetujuan 
dari pemegang kartu, bank tidak dapat memberikan data pribadi pemegang kartu 
kepada pihak lain.  
Selain itu pemegang kartu berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan 
dan konsekuensi dari pemberian data pribadi pemegang kartu tersebut kepada 
pihak lain. Namun di dalam kanyataanya saat ini belum ada tanggung jawab yang 
dibebankan kepada penerbit yang memberikan data pribadi tanpa persetujuan 
pemegang kartu, apalagi hanya untuk tujuan promosi yang jelas hanya 




Pertama, hubungan antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit 
didahului dengan perjanjian karena antara pemegang kartu kredit dengan bank 
penerbit kartu kredit sama-sama mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak 
atas syarat-syarat yang terdapat di dalam perjanjian kartu kredit walaupun  
perjanjian kartu kredit bersifat standar dan baku yang sifatnya “take it or leave it”. 
Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak penerbit, jika dikaitkan dengan 
KUHPerdata maka akan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 
Ayat (1) KUHPerdata.  
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Kedua, permasalahan yang akan timbul di dalam melakukan transaksi 
dengan menggunakan kartu kredit di PT. BCA Cabang Surakarta adalah risiko 
gagal bayar dan risiko ketidaktertiban dalam membayar tagihan saat jatuh tempo, 
jadi, untuk mengatasi kartu kredit yang bermasalah, pihak bank akan menelpon  
pihak yang bersangkutan atau mengirim surat peringatan kepada nasabah, jika 
surat-surat tidak ditanggapi maka pihak bank akan mendatangi pihak yang 
bersangkutan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran kartu kredit oleh nasabah, 
PT. BCA Cabang Surakarta mengenakan denda kepada nasabah tersebut sesuai 
dengan kesepakatan pengajuan kartu kredit pada awal permohonan kartu kredit  
yang telah disepakati.  
Ketiga, perlidungan hukum yang diperoleh  masing-masing pihak apabila 
terjadi permasalahan dalam penggunaan kartu kredit bahwa perlindungan hukum 
dalam hal ini dikategorikan dalam 2 bentuk yaitu perlindungan terhadap penerbit 
artu kredit dan pemegang kartu kredit, bilamana pemegang kartu tidak dapat 
menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan kartu 
dengan ini bersedia secara sukarela menyerahkan harta kekayaan milik pemegang 
kartu baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada BCA 
untuk melunasi kewajiban pemegang kartu dan pemegang Kartu Kredit. Bank 
BCA juga bertanggung jawab jika terjadi kerugian oleh pemegang kartu yang 
disebabkan karena kelalaian ataupun karena kesalahan penerbit. 
 
Saran 
Pertama, bagi masyarakat yang dalam hal ini debitur, jika masyarakat 
yang ingin menggunakan kartu kredit hendaklah sesuai dengan prosedur dan 
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ketentuan syariat Islam dan bagi masyarakat yang mempunyai kartu kredit 
hendaklah membayar tagihannya tepat pada waktunya yang telah ditetapkan oleh 
bank atau pihak yang menerbitkan kartu kredit. Bagi orang yang berhutang juga 
harus tahu bahwa membayar hutang adalah satu kewajiban bagi yang berhutang. 
Kedua, kepada  PT. BCA Cabang Surakarta, Bank BCA hendaklah dalam 
memberikan kartu kredit kepada masyarakat hendaklah sesuai dengan aturan 
perbankan yang ada. Apabila nasabah terlambat dalam membayar tagihannya 
hendaklah terlebih dahulu memberikan teguran sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. Tetapi jika tidak mengindakan teguran tersebut maka pihak bank 
boleh mengambil tindakan yang lain yaitu: melanjutkan ke jalur hukum. 
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